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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Bojonegoro 

berdasarkan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 

belum sesuai dengan mandat normatif yang berlaku secara hierarkis 

dari UU Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012, hingga Perda 

itu sendiri. DLH membatasi kewajiban pengangkutannya hanya 

pada residu dan sampah B3 dengan menjadikan penyelesaian 

sampah organik dan anorganik oleh pengelola kawasan sebagai 

prasyarat layanan, serta menyerahkan penyediaan TPS kepada 

pengelola kawasan secara sepihak. Kebijakan ini menyimpang dari 

Perda Pengelolaan Sampah Bojonegoro yang menggunakan 

konstruksi kumulatif tanpa pengecualian kondisional apapun, 

sehingga penyempitan kewajiban yang diterapkan DLH tidak 

memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketiadaan Peraturan Bupati sebagai instrumen teknis yang 

diperintahkan juga memperparah kesenjangan implementasi karena 

membuka ruang bagi DLH untuk mendefinisikan sendiri syarat-

syarat layanannya di luar batas yang diizinkan regulasi. 
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2. Faktor penghambat pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 7 Tahun 2025 bersifat struktural dan berlapis yang saling 

memperkuat satu sama lain. Menggunakan kerangka efektivitas 

hukum Soerjono Soekanto, ditemukan empat faktor: faktor hukum 

berupa ketiadaan Peraturan Bupati yang mengosongkan panduan 

teknis operasional DLH; faktor sarana dan prasarana berupa armada 

bertonase besar yang tidak dapat menjangkau wilayah perdesaan 

sementara instrumen alternatif yang tersedia regulasi tidak 

dimanfaatkan; faktor masyarakat berupa rendahnya partisipasi 

pemilahan sampah yang tidak direspons dengan pembinaan aktif; 

serta faktor penegak hukum dan budaya hukum berupa gap 

interpretasi kebijakan DLH yang mereduksi cakupan kewajiban 

pelayanan secara sepihak dengan menjadikan kemampuan mandiri 

pengelola kawasan sebagai prasyarat yang tidak pernah dirumuskan 

pembentuk regulasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlu segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengisi delegasi 

teknis Perda Pengelolaan Sampah Bojonegoro, mencakup 

persyaratan teknis alat angkut, penyediaan TPS, perizinan 

pengelolaan sampah, dan tata cara peran serta masyarakat. Kepada 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menyusun Jakstrada 
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persampahan yang memuat target terukur serta mengalokasikan 

anggaran pengadaan kendaraan bertonase kecil sesuai rekomendasi 

Masterplan Persampahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 guna 

menjangkau wilayah perdesaan yang selama ini tidak terlayani. 

2. Kepada DLH Kabupaten Bojonegoro, perlu mengubah pendekatan 

kebijakan operasionalnya dari pasif-kondisional menjadi proaktif-

fasilitatif dengan menjalankan kewajiban pengangkutan seluruh 

jenis sampah dari TPS tanpa prasyarat kondisional, sekaligus aktif 

melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pemilahan sampah kepada 

masyarakat sebagaimana diwajibkan Pasal 45 ayat (1) Perda 

Pengelolaan Sampah Bojonegoro. Kepada masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro, perlu meningkatkan partisipasi aktif pemilahan sampah 

di sumber sebagai kewajiban yang secara tegas diamanatkan Pasal 

44 Perda Nomor 7 Tahun 2025. 
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